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SOSIALISASI UU HKPD
DI PALEMBANG

Wakil Menteri Keuangan Sua-
hasil Nazara menyampaikan pi-
dato di acara sosialisasi Undang 
Undang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (UU HKPD) 
di Griya Agung Palembang, Su-
matera Selatan, Kamis (17/3). 
Sosialisasi UU HKPD tersebut 
diikuti oleh perwakilan kepala 
daerah se Sumatera Bagian Se-
latan dan Timur.

KPK Ungkap Kecurangan Rahmat Effendi,
Titip Kontraktor agar Dapat Jatah Proyek

ganti rugi pembebasan lahan 
di Kota Bekasi. 

Adapun, sejumlah proyek 
tersebut yakni terkait ganti 
rugi pembebasan lahan sekolah 
di wilayah Rawalumbu senilai 
Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan 
lahan Polder 202 senilai Rp25,8 
miliar. Selanjutnya, proyek 
pembebasan lahan Polder Air 
Kranji senilai Rp21,8 miliar; 
serta proyek pembangunan 
gedung tekhnis bersama se-
nilai Rp15 miliar. Bang Pepen 
diduga meminta komitmen 
fee kepada para pihak yang 
lahannya akan diganti rugi un-
tuk proyek pengadaan barang 
dan jasa.

Rahmat Effendi disebut 
meminta uang ke para pemilik 
lahan dengan menggunakan 
modus ‘Sumbangan Masjid’. 
Uang sebesar Rp7,1 miliar 
tersebut diduga diterima Bang 
Pepen melalui berbagai pihak 
perantara.

Selain itu, Rahmat Ef-
fendi juga diduga menerima 
sejumlah uang dari beberapa 
pegawai pada Pemkot Bekasi 
sebagai pemotongan terkait 
posisi jabatan yang diemban-
nya. Bang Pepen juga diduga 
menerima suap terkait pen-
gurusan proyek dan tenaga 
ker ja kontrak di Pemkot 
Bekasi.  han

Diketahui sebelumnya, 
KPK telah menetapkan Wali 
Kota nonaktif  Bekasi Rahmat 
Effendi sebagai tersangka. Ia 
ditetapkan sebagai tersangka 
kasus dugaan suap terkait 
pengadaan barang dan jasa 
serta lelang jabatan di lingkun-
gan Pemkot Bekasi. Effendi 
ditetapkan sebagai tersangka 
bersama delapan orang lain-
nya.

Empat dari delapan ter-
sangka lainnya merupakan 
tersangka penerima suap ber-
sama-sama Rahmat Effendi. 
Mereka yakni, M Buyamin 
(Sekretaris Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP), Mulyadi 
(Lurah Kati Sari), Wahyudin 
(Camat Jatisampurna), serta 
Jumhana Lutfi  (Kepala Dinas 
Perumahan, Kawasan Permu-
kiman, dan Pertahanan Kota 
Bekasi).

Sementara empat tersang-
ka lainnya merupakan pihak 
pemberi suap. Mereka yakni, 
Ali Amril  (Direktur PT MAM 
Energindo), Lai Bui Min  dari 
pihak swasta, Suryadi (Di-
rektur Kota Bintang Rayatri),  
serta Saifudin (Camat Rawa-
lumbu).

Dalam perkara ini, Bang 
Pepen –panggilan Rahmat Ef-
fendi- diduga telah menerima 
uang dengan nilai total sebesar 
Rp7,1 miliar terkait proyek 

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) kembali membongkar 
kecurangan yang dilakukan  
Wali Kota Bekasi nonaktif, 
Rahmat Effendi (RE). 

Rahmat Effendi diduga 
kerap menitipkan kontraktor 
pilihannya agar dimenangkan 
dalam tender lelang untuk 
mendapat sejumlah proyek di 
dinas Pemkot Bekasi.

Dugaan praktik culas 
Rahmat Effendi tersebut 
kemudian dikonfirmasi pe-
nyidik lembaga antirasuah ke 
Asisten Daerah I Sekretariat 
Daerah (Sekda) Kota Bekasi, 
Yudianto, yang diperiksa se-
bagai saksi. 

Yudianto dicecar soal 
dugaan penitipan kontraktor 
pilihan Rahmat Effendi saat 
diperiksa penyidik KPK pada 
Rabu (16/3) kemarin.

“Yudianto (Asisten Daerah 
I, Sekretariat Daerah Kota 
Bekasi), hadir dan didalami 
pengetahuannya antara lain 
terkait dengan proyek pen-
gadaan yang dilaksanakan di 
beberapa SKPD di Pemkot 
Bekasi yang diduga ada titipan 
pesan khusus oleh tersangka 
RE agar memenangkan kon-
traktor tertentu,” kata Plt Juru 
Bicara KPK, Ali Fikri me-
lalui pesan singkatnya, Kamis 
(17/3).
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PEMERINTAH LEPAS HARGA MINYAK GORENG KEMASAN
KE MEKANISME PASAR

Petugas Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi 
menempel surat edaran terkait harga minyak goreng saat sosialisasi 
pelepasan harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar di salah 
satu pusat perbelanjaan di Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (17/3). Pemerin-
tah melepaskan harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar guna 
memangkas tingginya disparitas harga sekaligus menjaga ketersediaan 
minyak goreng di pasaran.

JAKARTA (IM) - Lem-
baga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) menemui 
Menteri Koordinator Bi-
dang Politik, Hukum dan 
Keamanan (Menko Polhu-
kam) Mahfud MD. LPSK dan 
Mahfud untuk membahas 
kasus kerangkeng manusia 
di rumah Bupati Langkat 
nonaktif, Terbit Rencana 
Perangin Angin.

Dalam Pertemuan yang 
berlangsung di kantor Ke-
menko Polhukam, Ketua 
LPSK Hasto Atmojo Suroyo 
menyinggung penanganan 
kasus kerangkeng manusia 
yang dinilai lamban sejak kasus 
terungkap ke publik pada awal 
Januari 2022 lalu.

Guna memberikan gam-
baran jelas terkait kerangkeng 
manusia, pihaknya menyerah-
kan satu bundel laporan men-
genai temuan data dan fakta 
hasil kegiatan investigasi, koor-
dinasi dan penelaahan yang 
dilakukan tim LPSK lengkap 
dengan dugaan pelaku.

“Berharap dengan tam-
bahan informasi dari LPSK 
pengungkapan kasus berujung 
pada proses hukum terhadap 
siapa saja yang terlibat,” kata 

Hasto dalam keterangannya, 
Kamis (17/3).

Proses hukum penetapan 
tersangka ini penting untuk 
memberi kepastian hukum 
bagi korban atas serangkaian 
tindak pidana penganiayaan, 
tindak pidana perdagangan 
orang (TPPO) terjadi.

Bahkan terduga pelaku 
berdasarkan temuan LPSK 
melibatkan banyak pihak. Tak 
hanya TRP (Terbit Rencana 
Perangin Angin) dan keluarga, 
termasuk ormas dan oknum 
aparat,” ujarnya.

Wakil Ketua LPSK Edwin 
Partogi Pasaribu menuturkan, 
hingga kini pihaknya belum 
menerima informasi resmi dari 
Polda Sumatera Utara terkait 
penetapan tersangka kasus 
kerangkeng manusia.

Merujuk hasil pertemuan 
kemarin, menurutnya Mah-
fud MD akan berkomunikasi 
dengan Kapolri terkait pen-
anganan kasus kerangkeng 
manusia yang ditangani Polda 
Sumatera Utara.

“Pak Menko Polhukam 
mengatakan akan berkomu-
nikasi dengan Kapolri agar 
proses hukum berjalan,” tan-
dasnya.  mei

LPSK Temui Mahfud MD, Bahas soal 
Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

JAKARTA (IM) - Penyi-
dik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) masih terus 
mengusut kasus dugaan grati-
fi kasi di lingkungan Pemerin-
tahan Kabupaten (Pemkab) 
Sidoarjo, Jawa Timur, dengan 
memeriksa saksi-saksi. 

Sejumlah saksi yang di-
panggil penyidik KPK adalah 
pejabat Pemkab Sidoarjo, di 
antaranya, Ahmad Zaini (Sek-
da Kabupaten Sidoarjo), Ari 
Suryono  (Kepala DPMPTSP),  
Medi Yulianto (Kadis Per-
pustakan Sidoarjo),  A Hadi 
Yusuf  (Sekdis Koperasi), Atok 
Irawan (Direktur RSUD Sido-
arjo), Ratna Kustini (Wadir 
RSUD Sidoarjo),  Judi Tet-
rahastoto (Pejabat Pemkab 
Sidoarjo), serta Sanadjihitu 
Sangadji (Mantan Kabag PBJ 
Sidoarjo).

“Hari ini pemeriksaan 
saksi kasus dugaan peneri-
maan gratifi kasi di lingkungan 
Pemkab Sidoarjo. Pemeriksaan 

dilakukan di Polresta Sidoarjo,” 
kata Plt Juru Bicara KPK, Ali 
Fikri melalui pesan singkatnya, 
Kamis (17/3).

Seperti diketahui bahwa 
saat ini  KPK belakangan 
ini diketahui sedang melaku-
kan penyidikan atas kasus 
dugaan gratifi kasi di lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Sidoarjo. Dugaan 
adanya gratifi kasi di lingkun-
gan Pemkab Sidoarjo terse-
but terungkap setelah adanya 
pemeriksaan terhadap sejum-
lah saksi.

Hingga saat ini, KPK be-
lum mengumumkan secara 
resmi siapa saja tersangka serta 
konstruksi perkara dugaan 
gratifi kasi di lingkungan Pemk-
ab Sidoarjo. Diduga, penyi-
dikan gratifi kasi ini berkaitan 
dengan perkara suap yang 
menjerat mantan Bupati Sido-
arjo, Saiful Ilah. Saiful Ulah 
diduga menerima gratifikasi 
dari sejumlah pihak.  han

Terkait Kasus Gratifi kasi Pemkab Sidoarjo, 
KPK Periksa Direktur RSUD hingga Sekda

JAKARTA (IM) - Ir-
jen Napoleon Bonaparte, 
terdakwa kasus penganiay-
aan terhadap Muhammad 
Kece, meminta majelis hakim 
mengizinkan persidangan 
dilakukan secara langsung 
atau offl ine.

Hal itu disampaikan Na-
poleon dalamsidang lanjutan  
yang berlangsung di Penga-
dilan Negeri (PN) Jakarta 
Selatan, Kamis (17/3). 

Dalam persidangan hari 
ini, Napoleon hadir secara 
daring dari Lembaga Pema-
syarakatan (Lapas) Cipinang. 

“Saya mohon kepada 
yang mulia, supaya lebih 
nyaman ke depan kita mo-
hon dapat pengadilan ini 
mengizinkan untuk sidang 
dari awal sampai selesai untuk 
offline,” tutur Napoleon, 
Kamis (17/3).

“Termasuk sidang hari 
ini, Insya Allah semuanya 
lancar,” ujarnya.

Kemudian hakim ketua 
Djuyamto menyebut yang 
terpenting sidang bisa berja-
lan lancar. 

“Kita yang penting no-
mor satu adalah (sidang) kita 
berlangsung dengan lancar. 

Itu esensi dari pada persidan-
gan ini,” paparnya. 

Dalam persidangan itu 
sempat terjadi ketegangan 
antara majelis hakim dengan 
kuasa hukum Napoleon 
yang diwakili oleh Eggi Sud-
jana. Perdebatan terjadi ke-
tika Eggi mempertanyakan 
dasar hukum pelaksanaan 
sidang. 

Ia menuturkan, Napo-
leon dan Muhammad Kece 
sudah menandatangani su-
rat perjanjian damai. Mes-
tinya dengan surat tersebut 
perkara ini tak perlu dilan-
jutkan.

“Kenapa ada sidang, ini 
mereka sudah sepakat kok 
untuk berdamai dan hukum 
tertinggi itu kesepakatan, ini 
kelalaian berat kejaksaan,” 
jelasnya. 

Djuyamto menyampai-
kan majelis hakim akan me-
nampung masukan dari kuasa 
hukum itu. 

“Kami sangat menghor-
mati apa yang saudara sam-
paikan, tentu majelis hakim 
harus mengambil sikap. Ini 
belum berakhir, apa yang 
saudara perjuangkan masih 
proses,” ucapnya.  mei

Napoleon Bonaparte Minta 
Sidang Digelar Tatap Muka

JAKARTA (IM) - Frak-
si Partai Golkar di DPR 
melakukan pergseran  ang-
gotanya di Komisi XI DPR 
RI. Salah satunya adalah 
Mukhamad Misbakhun yang 
digeser ke Komisi IV.

Berdasarkan salinan su-
rat yang diterima redaksi, 
pergantian tersebut sudah 
diteken oleh Ketua Fraksi 
Partai Golkar, Kahar Mu-
zakir dan Sekretaris Fraksi 
Golkar Adie Kadir pada 17 
Maret 2022.

Nama lain yang digeser 
dari Komisi XI adalah Muhi-
din Mohammad Said pin-
dah ke Komisi II, Melchias 

Markus Mekeng pindah ke 
Komisi VII, Andi Achmad 
Dara pindah ke Komisi IV, 
Agun Gunandjar Sudarsa 
pindah ke Komisi V, lalu 
Puteri Anetta Komarudin 
pindah ke Komisi III.

Sementara yang meng-
gantikan mereka di Komisi 
XI adalah Bobby Adhiyo 
Rizaldi dari Komisi I, Zulfi kar 
Arse Sadikin dari Komisi II, 
Lamhot Sinada dari Komisi 
VII, Hanan A.Rozak dari 
Komisi IV, Teti Rohatining-
sih dari Komisi IV, Bambang 
Hermanto dari Komisi V dan 
Adde Rosi Khoerunnisa dari 
Komisi III.  mei

Fraksi Golkar Geser Misbakhun 
dari Komisi XI ke Komisi IV

Cara Mengatasi Overcrowding di Lapas, 
Ditjenpas Inisiasi MoU Keadilan Restoratif
Hasil riset DitjenPAS bersama dengan 
Center Detention Studies,  jika tidak 
dilakukan langkah langkah progresif di-
prediksi over crowded pada tahun 2025 
bisa mencapai 136%, dengan jumlah 
narapidana sebanyak 311.534 orang.

gan jumlah narapidana yang 
masuk, maka prediksi over 
crowded pada tahun 2025 
bisa mencapai 136%, dengan 
jumlah narapidana sebanyak 
311.534 orang.

“Dengan jumlah nara-
pidana tersebut, artinya kita 
akan membutuhkan ruang 
hunian baru untuk sejumlah 
179.427 orang narapidana, atau 
setara dengan 179 Lapas Baru 
dengan biaya pembangunan 
mencapai Rp35,8 triliun belum 
termasuk untuk biaya makan 
narapidana sebesar Rp10,3 
triliun sampai dengan tahun 
2025,” ucap Sitinjak.

“Dengan sinergitas antar 
aparat penegak hukum dalam 
penerapan keadilan restora-
tif, diharapkan pidana pen-
jara benar-benar hanya menjadi 
pilihan terakhir. Sehingga dapat 
mengurangi beban hunian pada 
lapas/rutan,” tuturnya.  mei

Hukum dan Keamanan, Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan didukung oleh 
Center for International Legal 
Cooperation (CILC).

Direktur Bimbingan Ke-
masyarakatan dan Pengen-
tasan Anak Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan HAM RI, Lib-
erti Sitinjak, saat membuka 
kegiatan FGD menyatakan 
Kegiatan penyusunan Nota 
Kesepahaman merupakan 
bagian dari Program Prioritas 
Nasional Tahun 2022 dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 
2020-2024.

Ia menjelaskan, hasil riset 
DitjenPAS bersama dengan 
Center Detention Studies 
menunjukan bahwa jika tidak 
dilakukan langkah langkah 
progresif  penanganan over 
crowded melalui penguran-

ed, yang selama ini menjadi 
akar permasalahan pembinaan 
di lapas dan rutan.

Melalui Direktorat Bimb-
ingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak, Ditjen-
pas menggelar Forum Group 
Discussion (FGD) Penyusu-
nan Surat Keputusan Nota 
Kesepahaman Bersama Ten-
tang Implementasi Keadilan 
Restoratif, Rabu (16/3).

Kegiatan ini melibatkan 
seluruh kementerian lembaga 
terkait penerapan penegak-
kan keadilan restoratif  yakni 
Kejaksaan Agung RI, Kepoli-
sian, Mahkamah Agung, Ke-
mentrian Koordinator Politik 

JAKARTA (IM) - Pidana 
penjara dan kurungan sebagai 
sanksi konvensional terhadap 
pelanggaran hukum memiliki 
dampak besar terhadap kondisi 
overcrowded dan tidak opti-
malnya pembinaan di Lapas 

dan Rutan seluruh Indonesia.
Untuk mengantisipasi 

hal itu, Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan (Ditjenpas) 
menginisiasi optimalisasi 
penerapan keadalian restoratif  
sebagai solusi atasi overcrowd-

P E N G U M U M A N

Direksi PT CENTRALINDO TOWERS, berkedudukan di Jakarta Selatan 

(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa akan 

dilakukan pengalihan sebagian saham dalam Perseroan.

Keberatan atau sanggahan atas pengalihan tersebut dapat diajukan secara 

tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT CENTRALINDO TOWERS

Gedung Puri Matari 2 Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kav. H1-H2, 

Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 

2 dan ayat 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.

Jakarta, 18 Maret 2022

Direksi Perseroan
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UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON ANGGOTA BPK

Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Priyono Dwi Nugroho mengikuti uji ke-
layan dan kepatutan calon anggota BPK oleh 
Komisi XI DPR di komplek Parlemen, Jakarta, 
Kamis (17/3). Sebanyak 16 calon anggota BPK 
masa jabatan periode 2022-2027 ambil bagian 
dalam tes tersebut dan memaparkan visi-misi 
mereka.

JAKARTA (IM) - Depu-
ti IV Kepala Staf  Kepreside-
nan (KSP) Juri Ardiantoro 
mengatakan, anggota Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dan 
Badan Pengawas Pemilu (Ba-
waslu) terpilih akan dilantik 
pada 12 April 2022. Hal ini 
menurutnya sesuai dengan 
masa jabatan KPU dan Ba-
waslu saat ini yang habis pada 
11 April 2022. 

“Sesuai masa jabatan 
KPU dan Bawaslu saat ini, 
(akan dilantik) 12 April 
2022,” ujar Juri saat dikon-
fi rmasi, Kamis (17/3).

Juri juga menanggapi 
perihal desakan sejumlah 
pihak yang meminta Pres-
iden Joko Widodo (Jomowi) 
segera melantik para anggota 
KPU dan Bawaslu. 

 “Masa presiden didesak-
desak melantik pejabat yang 
belum waktunya dilantik. 
Kan KPU-Bawaslu sekarang 

baru habis jabatannya 11 
April,” katanya menambah-
kan.

Komisi II DPR telah 
menetapkan 5 anggota ter-
pilih KPU dan 7 anggota 
terpilih Bawaslu Periode 
2022-2027, pada 17 Februari 
2022 pukul 01.00 dini hari. 
Hal tersebut diambil setelah 
dilakukan uji kelayakan dan 
kepatutan (fit and proper 
test), dilanjutkan dengan 
rapat internal pimpinan 
Komisi II. 

Berikut rincian anggota 
KPU terpilih: Betty Epsi-
lon Idroos, Hasyim Asyari, 
Muhammaf  Af i fuddin ,  
Parsadaan Harahap, Yulianto 
Sudrajat, Idham Holik, dan 
August Mellaz .

Berikut anggota Bawas-
lu terpilih : Lolly Suhenty, 
Puadi, Rahmat Bagja, Totok 
Haryono, dan Herwyn Jefl er 
Hielsa Malonda.  han

KSP Sebut Anggota KPU-Bawaslu 
akan Dilantik 12 April 2022


